SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 045 /PL.02.7-Kpt/1215/KPU-Kab/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia. Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
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Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten /Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 164/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-




Memperhatikan

- —

11,

_5-

Kab/Vi/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt/1215/1X /2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat
Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 880/PL.02.6-Kpt/1215/KPU-
Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak
Bharat Tahun 2020;

. Berita Acara Nomor 034/PL.02.7-BA/1215/KPU-

Kab/1/2021 tanggal 21 Januari 2020 tentang Rapat
Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 ;

. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20
Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-
Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di
Mahkamah Konstitusi ;

. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/1/2021
tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.



Menetapkan

KESATU
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BU:PATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BU‘IPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun
2020 adalah sebagai berikut:

- :‘Nama Calon : Franc Bernhard Tumanggor
Bupati
- iNama Calon : H. Mutsyuhito Solin DR, MPD
Wakil Bupati
- INomor Urut X 1
- Perolehan Suara : 18.348 (Delapan Belas Ribu
Tiga Ratus Empat Puluh
Delapan)
- Partai : 1. Partai Kebangkitan
:Politik /Gabungan Bangsa
Partai Politik 2. Partai Gerakan Indonesia
Pengusul Raya

. 3. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
Partai Golongan Karya
Partai Nasional Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Salak
Pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




